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Dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-1/2016, memutus 12 Perusahaan bersalah melakukan kartel ayam.
Dalam fakta persidangan terungkap bahwa pemerintah Direktur Jenderal PKH mengeluarkan inisiatif
memerintahkan kedua belas pelaku usaha tersebut untuk melakukan afkir dini dalam rangka mengurangi
over supply yang di formulasikan dalam Keputusan Tata Usaha Negara No. 15043/PK.010/F/10/2015
perihal Penyesuaian Populasi Parent Stock PS tertanggal 15 Oktober 2015 KTUN No. 15043 dan No.
23071/PK.230/11/2015 periha Afkir Dini Bibit Ayam Ras tertanggal 23 Nopember 2015 KTUN No. 23071
. Terkait hal ini, Maelis Komisi berpendapat bahwa kesepakatan mengenai afkir dini PS secarajelas
dilatarbelakangi dan diinisiasi oleh para pelaku usaha, dan bukan merupakan suatu kebijakan resmi dari
Pemerintah karena tidak menemukan satu pun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
memberikan dasar bagi para Terlapor untuk melakukan afkir dini Parents Stock PS . Metode yang
digunakan adalah pendekatan Hukum dengan tipe pendekatan kasus case study yudisial dengan karakteristik
studi kasus tunggal, dengan bahan primer dan sekunder sebagai sumber data penelitian. Dari hasil penelitian,
penulis menemukan penerapan pasal 50 huruf a dalam pertimbangan majelis komisi pada Putusan KPPU
No. 02/KPPU-1/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait
Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging Broiler di Indonesiatepat. Hal ini dikarenakan dalam kasusini
tidak memenuhi unsur-unsur peraturan perundang-undangan pada pasal 50 huruf adan instruksi afkir dini
Parents Stock PS dari dirjen PKH bukan merupakan amanat langsung oleh undang-undang. Adapun Saran
yang diberikan penulis adalah lebih ditegaskan dalam Pelaksanaan 50 huruf aini.Kata Kunci: Pengecualian,
K ebijakan Persaingan, Putusan KPPU
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Verdict of KPPU No. 02 KPPU | 2016, decide 12 companies guilty of conducting chicken cartel. In facts, it
was revealed that the government Director General of PKH issued an initiative to order the twelve business
actorsto conduct an early re evaluation in order to reduce the over supply formulated in the Decree of State
Administration. However, the Commission Assembly is of the opinion that the agreement on the early
reassessment of the PSis clearly motivated and initiated by business actors, and is not an official policy of
the Government because it no finding any applicable legislation that provides the basis for the Reported
Party To do early parent stock PS. The method used is the Law approach with the type of case study
approach with the characteristics of single case study, with primary and secondary materials as the source of
research data. From the results of the research, the authors found the application of article 50 letter ain the
consideration of the commission assembly on Verdict No. KPPU. 02 KPPU | 2016 concerning Alleged
Violation of Article 11 of Law Number 5 Y ear 1999 regarding the Regulation of Broiler Production of
Broiler in Indonesiais appropriate. Thisis because in this case it does not meet the elements of legidation in
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Article 50 a and the Parents Stock PS early warning instruction from the PKH director general isnot a
mandate by law. The suggestion is more emphasized in the implementation of 50 letters a of this.



